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Abstract 
“Collateral will be used as a debt repayment by executing when the debtor defaults, but the bank 
before executing the object as collateral, will conduct an assessment of the debtor's condition to 
take restructuring steps if possible based on Per OJK No. 11 / POJK.03 / 2015. In Article 7 
paragraph (1) Per OJK No. 11 / POJK.03 / 2015 determines as follows: Credit Quality after 
restructuring is determined as follows: a. the highest is Substandard for Credit which before 
restructuring is classified as Doubtful or Loss; b. fixed or unchanged for Credit which before 
restructuring was classified as Current, Special Mention, or Substandard”. 
Keywords: implications of the auction, credit restructuring 
 

Abstrak 
Jaminan akan digunakan sebagai pelunasan utang dengan mengeksekusi ketika debitur 
wanprestasi, namun bank sebelum mengeksekusi benda sebagai jaminan, akan melakukan 
penilaian kondisi debitur untuk mengambil langkah restrukturisasi jika masih memungkinkan 
dengan berlandaskan Per OJK No. 11/ POJK.03/2015. Pada Pasal 7 ayat (1) Per OJK No. 11/ 
POJK.03/2015 menentukan sebagai berikut: Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi 
ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan 
restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang 
sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang 
Lancar”.  
Kata kunci: implikasi lelang, restrukturisasi kredit 
 
I. PENDAHULUAN 

ank merupakan “lembaga keuangan 

dan merupakan kekuatan ekonomi 

yang bekerja berdasarkan keperca-

yaan, dalam kegiatan operasionalnya bank 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat dalam ben-

tuk kredit”. Kredit perbankan bertujuan 

“membantu ketersedian dana untuk membia-

yai kegiatan produksi nasional, penyimpanan 

bahan, pembiayaan kredit penjualan, transpor-
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tasi barang dan kegiatan perdagangan. Pera-

nan perkreditan cukup dominan dalam suatu 

negara yang sedang berkembang dalam rangka 

mengembangkan potensi ekonomi”. Pemberi-

an kredit yang berjalan lancar akan mengem-

bangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi 

suatu negara.  

Kredit menurut UU PerbankanPasal 1 

angka 11, kredit adalah: “Penyediaan uang 

atau tagihan yang dapatdipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga”.  

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha 

menerapkan prinsip kehati-hatian, langkah-

langkah dalam penerapan prinsip kehati-hatian 

yakni “bank hanya akan memberikan kredit 

jika mempunyai keyakinan terhadap debitur 

atas kemampuannya mengembalikan pinja-

mannya dengan melakukan penilaian secara 

seksama mengenai watak, kemampuan menja-

lankan usaha, modal usaha, penerapan jami-

nan dan prosepek usaha debitur” sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 beserta penjalasannya 

UU Perbankan.  

Bank yang membebani benda sebagai 

jaminan kredit posisinya sebagai kreditur pre-

feren yakni “kreditur bertindak sebagai peme-

gang jaminan, di mana debitur memberikan 

harta tertentu milik debitur atau pihak ketiga 

sebagai jaminan pelunasan kredit, kepada kre-

ditur maka akan melahirkan hak kebendaan 

bagi kreditur dan menempatkan posisi kreditur 

sebagai kreditur preferen, yang pemenuhan 

piutangnya lebih didahulukan di antara kredi-

tur lainnya atas barang yang dibebani sebagai 

jaminan tersebut”.  

Pembebanan barang sebagai jaminan 

atau agunan “menempatkan kedudukan bank 

selakukreditursangat rentan dengan adanya 

pemberian kredit yang didalamnya mengan-

dung Degree Of Risk yang tidak menutup 

kemungkinan terjadinya suatu kredit macet. 

Kredit macet terjadi jika pihak bank menga-

lami kesulitan untuk meminta angsuran dari 

pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet 

adalah piutang yang tak tertagih atau kredit 

yang mempunyai kriteria kurang lancar, dira-

gukan karena mengalami kesulitan pelunasan 

akibat adanya faktor-faktor tertentu”.  

Dalam perjalanannya, “tidak semua kre-

dit yang diberikan oleh bank dapat berjalan 

dengan lancar dan bahkan mengalami kendala 

dalam pelaksanaannya. Apabila mengalami 

kendala, maka bank dapat mengajukan ekse-

kusi terhadap jaminan, namun dengan terlebih 
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dahulu melakukan langkah restrukturisasi ter-

lebih dahulu sesuai dengan Per OJK No. 11/ 

POJK.03/2015.PadaPasal 7 ayat (1) Per OJK 

No.11/POJK.03/2015 menentukan sebagai be-

rikut: Kualitas Kredit setelah dilakukan res-

trukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. pa-

ling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang 

sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong 

Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak 

berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan 

restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam 

Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar”. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah “penelitian yuridis-

normatif yaitu penelitian yang didasarkan de-

ngan menelaah peraturan perundang-undangan 

dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kai-

tannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal 

ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan 

yang sistematis dari suatu permasalahan hu-

kum”. 

III. HASIL PENELITIAN 

1. Restrukturisasi kredit bank terhadap de-

bitur merupakan “suatu keharusan sebagai-

mana diatur dalam Per OJK No. 11/ POJK. 

03/2015, kecuali debitur mengkualifikasi-

kan sebagai kredit macet, yakni tidak me-

menuhi kewajibannya, memenuhi tetapi 

terlambat, atau memenuhi tetapi tidak sesu-

ai dengan yang dijanjikan, bank selaku kre-

ditur telah memberikan peringatan atau 

sommasi agar debitur memenuhi prestasi, 

namun tidak juga memenuhi kewajiban-

nya”. Kenyataan yang terjadi Bankselaku 

kreditur mengambil langkah mengeksekusi 

barang yang dibebani sebagai agunan pada-

hal belum pernah melakukan somasi pada 

debitur. 

2. Kreditur yang tidak melaksanakan kebija-

kan restrukturisasi berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 

03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian 

Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Na-

sional Bagi BankUmum, “maka dapat dika-

takan telah melakukan perbuatan melang-

gar hukum. Bankselaku kredituryang telah 

melakukan perbuatan melanggar hukum 

maka sebagaimana Pasal 1365 jo Pasal 

1246 KUH Perdata dapat dibebani ganti 

kerugian berupa penggantian biaya, rugi 

dan bunga”. 

3. Bank selaku kreditur dapat melakukan upa-

ya lelang dengan terlebih dahulu melaku-

kan analisa mengenai kelayakan atau dapat-

tidaknya debitur untuk dilakukan restruktu-

risasi kredit terlebih dahulu. 
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IV. KESIMPULAN 

1. “Implikasi hukum lelang hak tanggungan 

tanpa melalui restrukturisasi kredit bahwa 

Restrukturisasi kredit didasarkan atas Pera-

turan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ 

POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-

Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekono-

mian Nasional Bagi Bank Umum sebagai 

suatu aturan bagi yang yang tidak ada suatu 

kepastian hukum atau kekaburan. Dikata-

kan tidak ada kepastian hukum karena di 

satu sisi PT Bank Mandiri menjadwal atau 

merestrukturisasi kredit PT TAB memiliki 

kredit berisiko tertinggi dengan nilai Rp1. 

570. 000. 000. 000 (satu trilyun lima ratus 

tujuh puluh milyar rupiah), di sisi lain bank 

melelang obyek hak tanggungan ketika 

debitur wanprestasi, tanpa mempertimbang-

kan restrukturisasi kredit berdasarkan Pera-

turan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2015. Tindakan bank sebagai 

suatu tindakan yang tidak mencerminkan 

suatu kepastian hukum dan memperlakukan 

debitur tidak mempertimbangan prinsip ke-

adilan, dan debitur dirugikan akibat dile-

langnya obyek hak tanggungan”, meskipun 

demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 11/POJK.03/2015”. 

2. “Upaya hukum debitur bila dilakukan le-

lang hak tanggungan tanpa restrukturisasi 

kredit lebih dahulu bahwa debitur yang ob-

yek hak tanggungannya dilelang oleh bank 

tanpa terlebih dahulu direstrukturisasi, de-

bitur mengajukan langkah-langkah hukum 

yakni mengajukan gugatan kepada Penga-

dilan Negeri ketika lelang belum dilaksana-

kan atas disita dan dilelangnya obyek hak 

tanggungan atas dasar ketentuan Pasal 6 jo 

Pasal 14 UUHT”. 
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